
BUPATlBOU 
PROVDfSI SULAWESI SELA.TAN 

PERATORA.l'f BUPATl BOD 
NOMOR .J.5 2018 

TENT ANG 

PERUBAHA.ll A.TAB PERATURAll BUPATI BONE NOMOR 10 T.\}(UN 2018 
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Menimbang 

Mengingat : 

BUPATl BOD, 

: a. bahwa untuk memenuhi kaidah-kaidah pengclol.aan 
kcuangan daerah dan agar pelaksanaan pcrjalanan dinas 
dapat dilaksanakan sccara efeknf dan akuntabcl atas 
pclaksanaan kegiatan pcrjalanan dinas, maka per\u mengatur 
ha\ - hal yang bcrkenan dcngan pcrjalanan dinas; 

b. bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan scbe.gaimana dimaksud 
dalam huntf a, pcrlu menetapkan Peraturan Bupat.i Bone 
tentang Pcrubahan etas Pcraturan Bupat.i Bone Nomor 10 
Tahun 2018 tcntang Pcrjalanan Dinas bagi PeJabat Negara, 
Pcgawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tctap scrt.a Non PNS; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembcntukan 
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi fLemba.ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
l.embamn Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Pcnyelenggarnan Negara yang 8er$ih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repiublik 
Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keu� 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ,003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndone5ia 
Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembanm Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambflhan Lemba.ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

5. Undana-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tenlAng Pcmeriksaan 
Pcogelol.aan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400) ; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem 
Percncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lem baron Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 



., . 
7. Undang·Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan 

Keuangan antara Pcmerintah Pus.at dan Pcmerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438) ; 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan 
PemlUran Pcrundang - undangan (Lembaran Negara Rcpub\ik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemcrintahan 
Daerah fLcmbaran Negara RepubWt Indonesia Tahun 2004 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rcpubhk lndoncsla 
Nomor 5587) sebagaimana tclah dirubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Pcrubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Dacrah (Tambah11.11 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Pcnyc\enggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4090) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ; 

12. Pcraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4576) ; 

14. Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpubilk Indonesia Nomor 4578) ; 

IS. Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pcmerintah 
(lembaran Negara Republik lndonesiaTahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpubl.J.k Indonesia Nomor 
4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
6057); 

17. Peraturan Mcnteri Datarn Negcrl Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebaga_imana 
te\ah diubah beberapakali, terakhir dcngan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pcrubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

�8. Peraturan Menteri Kcuangan Nomor J 13/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Ncgcri Pcjabat Negara, 
Pegawai Negeri dan Pcgawai Tidak Tetap ; 

19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tcntang Pokok- 
pokok Pengclotaan Keuangan Oacrah (Lembaran Daerah 
KabupalCn Bone Nomor 8). 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN ATAS PERAnJRAN BUPATI BONE TENTANG 
PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI 
NEGER! SJPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PNS 01 
UNGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE. 

Paaal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 10 Tahun 2018 tentang 
Perjalanan Oinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai negen Sipil, pegawai Tidak Tetap 
dan Non di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten 
Bone Tahun 2018 Nomor 100 diubah sebagai berikut : 

I. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 6 

{l). Perjalanan Dinas jabatan oleh pclaksana SPD dilakukan sesuai 
dengan pcrintah atasan pclaksana SPD yang dituangkan dalam 
surat tugas. 

(2). Surat 1\J.gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh; 
a. Untuk pimpinan dan Anggota DPRD, Surat Perintah Perjalanan 

Dinas (SPD) ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan untuk 
SPPD ditandatangai oleh Sekretaris DPRD; 

b. Untuk Sekretariat Daerah dan Kepala SKPD, Surat Perintah 
Perjalanan Dinas (SPD) ditandatangani oleh Sekretaris 
Daerah/ Asisten: 

c. Untuk lingkungan SKPD, Surat Perintah Perjalanan Dinas {SPD) 
dan SPPD ditandatangani oleh Pimpinan SKPD. 

Pual ll 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
mi dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone. 
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Diundangkan di Watampone 
Pada tanggal 11 � &o.� 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE, 

D,tetapkan di Watamponc 
pada tanggal t1 � )b\8 

BUPATI BONE - 
A. FAHSAR. M PADJALANGI f . ·�· 

A. SURYADARMA 
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 � as 


